
SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINS! JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSJ SERTA

TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan
publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lamongan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Jstimewa Jogyakarta

: a.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat JI Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratu ran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peratu ran Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor
8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor
20);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Lamongan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan
Kecamatan.

7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lamongan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas dan fungsi dinas daerah.

10. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat LKjlP adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh
Bupati kepada Pemerintah.

12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang
berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir
masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD.

13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan
usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,
melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan
keluarga yang berkualitas.

14. Bawah Lima Tahun, yang selanjutnya disebut
balita adalah anak usia 0-5 (nol - lima) tahun.

15. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut lansia adalah
seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam
puluh) tahun keatas.

16. Pusat Jnformasi dan Konseling Remaja, yang
selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah
kegiatan bina keluarga remaja yang dikelola dari,
oleh dan untuk remaja guna memberikan
pelayanan informasi dan konseling tentang
perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja
serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

17. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera, yang disingkat UPPKS adalah kelompok
usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan
sekumpulan anggota keluarga yang saling
berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan
Keluarga Sejahtera baik Pasangan Usia Subur yang
sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam
rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.

18. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli
muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi
serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan
bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang organisasi
dan tata kerja instansi.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintahan
Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan
Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

e. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB Ill
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut
dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan, dan
Kesejahteraan Keluarga;

b. pembinaan pelaksanaan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria di bidang Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana serta
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

C. pembinaan pelaksanaan pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk;

d. pembinaan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk;

e. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi
dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan
KB;

f. pembinaan pelaksanaan pendayagunaan tenaga
penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;

g. pembinaan pengendalian dan pendistribusian
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

h. penyelenggaraan pelayanan KB;
pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,
pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

J. pengendalian administrasi dinas bidang urusan
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta
Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga;
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k. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria bidang urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi, memberikan dukungan pelayanan
teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan perencanaan,
keuangan, keprotokolan, pelaporan kinerja, dan
anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengkajian program kerja

sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan di bidang penyusunan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan
teknis di bidang penyusunan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian;

C. penyelenggaraan pengendalian administrasi
keuangan, administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, kelembagaan, dan
ketatalaksanaan;

d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan
anggaran;

e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga
dan perlengkapan;

f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi
peraturan perundang-undangan, perpustakaan,
protokol, dan hubungan masyarakat;

g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan
kearsipan;



-9-

h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan
jabatan fungsional;
penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan
rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;

J penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja
terkait;
penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di
bidang penyusunan perencanaan, keuangan,
umum dan kepegawaian.

Pasal 9

( 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
angka 1 mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub

Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan

program kerja di lingkup dinas;
C. melaksanakan penyusunan bahan perumusan

LKjlP, LPPD, LKPJ Dinas;
d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama

dan penelitian;
e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan

bahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana
Kerja, lndikator Kinerja Utama, Perjanjian
Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis penyusunan rencana operasional berupa
petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur
dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan
Dinas;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program
reformasi birokrasi lingkup Dinas;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub

Bagian Keuangan;
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b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan
bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
yang ditetapkan;

c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar
gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran
lainnya;

d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
e. melaksanakan verifikasi keuangan;
f. melaksanakan perbendaharaan umum

keuangan dan penyiapan bahan
pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan
bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Dinas;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan
insidental Sub bagian Keuangan Dinas;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3
mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan,

tatalaksana, dan kearsipan;
C. melaksanakan penyusunan bahan urusan

administrasi kepegawaian dan peningkatan
sumber daya manusia kepegawaian;

d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
sarana dan prasarana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya
serta ketertiban, keindahan dan keamanan
kantor;

e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan
aset dinas;

f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian
penataan kelembagaan, analisis jabatan,
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
lingkup Dinas;

g. melakukan administrasi perjalanan dinas,
keprotokolan, urusan hubungan masyarakat
dan pengelolaan informasi publik;
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h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan
insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 10

( 1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang
pengendalian penduduk Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk
menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengendalian Penduduk;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di

bidang Pengendalian Penduduk;
C. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan

kriteria bidang Pengendalian Penduduk;
d. penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi

kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas penduduk;

e. penyelenggaraan pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk Daerah Kabupaten;

f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi
bidang pengendalian penduduk; dan

g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan di bidang pengendalian penduduk;

h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan,

dan Penggerakan

Pasal 11

(1) Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan
Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis di bidang keluarga berencana,
penyuluhan dan penggerakan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana,
Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan
fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan

teknis Daerah Kabupaten/di Bidang Keluarga
Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan
Penggerakan;

C. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan
kriteria di Bidang Keluarga Berencana,
Penyuluhan dan Penggerakan;

d. penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan,
pengendalian dan pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi Daerah;

e. penyelenggaraan pelayanan keluarga Berencana
Kabupaten;

f. penyelenggaraan pembinaan peningkatan
kesertaan ber-KB Daerah;

g. penyelenggaraan pemberdayaan dan
peningkatan pcran serta organisasi
kemasyarakatan di Bidang Keluarga Berencana,
Penyuluhan dan Penggerakan;

h. penyelenggaraan pendayagunaan tenaga
penyuluh KB;
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan
Penggerakan;

J. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan di Bidang Keluarga Berencana,
Penyuluhan dan Penggerakan; dan

k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan
Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Pasal 12

( 1) Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
tingkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). Bidang Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di

bidang ketahanan dan keluarga sejahtera;
b. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera;

C. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi
bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketahanan dan keluarga sejahtera;

e. penyelenggaraan Jambore Kader Tribina (Bina
Keluarga Balita, Anak, dan Lansia, Bina
Keluarga Remaja, UPPKS);

f. pembentukan Kelompok Ketahanan dan
Keluarga Sejahtera (Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi
dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga
Lansia (BKL), UPPKS;

g. pelaksanaan dan atau pemberian dukungan
survey Indeks Pembangunan Keluarga; dan

h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan di bidang ketahanan, dan keluarga
sejahtera;
penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 13

( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional clan/ atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan,
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melaksanakan tugas membantu Pejabat
Administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
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BABIV
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta lnstansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing­
masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) :
a. wajib mengawasi bawahannya masing-masing

clan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

b. bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya; clan

C. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pacla atasannya masing­
masing serta menyampaikan laporan berkala
tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati clari pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi syarat atas usu! Sekretaris Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi
persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosiaJ kulturaJ.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang
menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus
memenuhi kompetensi pemerintahan.

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis
yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b

(7) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen dan pengaJaman
kepemimpi nan.

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam ha!
agama, suku dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan.

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), antara lain:
a. kompetensi pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang terkait dengan kebijakan
Desentralisasi;

b. hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah,
pemerintahan umum, dan pengelolaan
keuangan daerah;

C. urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

d. hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; dan

e. etika pemerintahan.
(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PERJ\LIHJ\N

Pasal 18

Dalam ha! pcngangkalan clan pclantikan penyetaraan
jabatan administrasi kc dalam jabatan fungsional bclum
dilaksanakan, maka Dinas yang sudah dibcntuk clan
Pejabat yang telah acla tctap mencluduki jabatannya
serta melaksanakan tugas clan fungsi sesuai Pcraturan
Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2020 tcntang
Kcduclukan, Susunan Organisasi, l'ugas clan Fungsi
scrta Tata Kerja Dinas Pcngcnclalian Pencluduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

BAB VII
KETENTUAN PGNUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturnn Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Orgnnisasi, Tugas clan
Fungsi scna Tata Kcrja Dinas Pcngcndalian Pcnduduk
Dan Keluarga Bercncana Kabupaten Lamongan (Serita
Dacrnh Kabupatcn Lamongan Tahun 2020 Nomor 62),
clicabul clan dinvatakan tidak bcrlaku.

Pnsal 20

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan
pcngundangan Pcraturan Buputi ini dengan
pcncmpatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten
Lamongnn.

D,undangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LI\MONGAN,

ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 69

Ditctapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

l3UPATI LAMONGAN,

UR !-:FEND!
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PALABAGIAN HUKUM.
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KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS

BIDANG
PENGENDALIAN

PENDUDUI<

SUBKOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
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KELUARGA
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BUPATI LAMONGAN,
ttd.
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